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I.
PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI dan Kepalaa BAIS pada hari Jum’at, tanggal 14 Oktober 2011 dengan acara sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN
1. Komisi I DPR RI memberikan apresiasi yang mendalam kepada TNI yang selama ini telah melakukan tugas penjagaan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, dalam hal ini, Komisi I DPR RI memahami bahwa penjagaan TNI di wilayah Tanjung Datu dan Camar Bulan, Kalimantan Barat, masih berpegang kepada hasil MoU oleh Border Committee Indonesia – Malaysia tahun 1978 .

2. Komisi I DPR RI beserta Panglima TNI dan Kepala BAIS mengakui terdapat perbedaan garis perbatasan Indonesia dan Malaysia khususnya di wilayah Tanjung Datu dan Camar Bulan antara peta Belanda (Van D0orn) tahun 1905 dengan peta hasil MoU oleh Border Committee Indonesia – Malaysia tahun 1978.
3. Komisi I DPR RI beserta Panglima TNI dan Kepala BAIS mempunyai kesamaan pandangan bahwa perbedaan peta garis batas tersebut harus diperjuangkan oleh Pihak Indonesia untuk dikembalikan ke peta Belanda (Van Doorn) tahun 1905 dengan menjadikan wilayah Tanjung Datu dan Camar Bulan tersebut menjadi Outstanding Border Problem (OBP) antara Indonesia - Malaysia yang ke-10, sehingga dapat menjadi landasan TNI untuk menetapkan status quo atas wilayah tersebut.
4. Komisi I DPR RI berharap agar dapat bersinergi dengan Pemerintah dan TNI dalam rangka memperjuangkan posisi politik Indonesia dalam hal terbut diatas semaksimal mungkin.
III.
PENUTUP
Rapat ditutup pukul 11.30 WIB.
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